
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LaLtar BelaLkang Masalah 

Perkembangan jumlah pend Luduk yaLng meningkat dan semakin meningkatnya 

pembangunan di berbagai sektor kehidupan di Indonesia, pada akhirnya berdampak pula 

terhadap kebutuhan akan tanah. Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, 

maka sudah sewajarnya peraturan mengenai pertanahan diatur sedemikian rupa, sehingga 

dapat meminimalkan timbulnya permasalahan di bidang pertanahan. Salah satu hal 

penting untuk mewujudkan tertib di bidang pertanahan tersebut adalah adanya kepastian 

hukum di bidang pertanahan, khususnya terhadap kepemilikan ha Lk aLtas taLnah oleh 

individu atLau perorangan. 

HaLk milLik ataLs tanah menurut PaLsal 20 ayLat (1) UndLang-undLang PLokok Agr Laria 

(UULPA) menyatakan “H Lak miLlik ataLs tanaLh adalLah haLk tur Lun temLurun, terk Luat daLn 

terpeLnuh yLang daLpat dipLunyai oraLng atLas tanLah, dengLan menLgingat keteLntuan PasLal 

6.”Hak milik yang dapat diwariskan secara turun temurun disebut dengan hak turun-

temurun.Artinya, jenis hak milik tertentu, termasuk hak guna bangunan dan tempat 

usaha, tidak mempunyai jangka waktu tertentu. Ha Lk milLik tidak hanya akan berlaku 

selama orang yang memilikinyamasih  hidup, tetapi akan dilanjutkan kepemilikannya 

oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. 

SesLuai denLgan PaLsal 2L0 ayaLt (2) ULUPA “HLak miLlik daLpat ber Lalih dLan dialiLhkan 

kepaLda pihLak laLin.” PeraliLhan hLak milLik at Las tanLah daLpat terjLadi kaLrena perbLuatan huLkum 

daLn peLristiwa huLkum. PeralLihan hLak miLlik aLtas tanLah kar Lena perbuat Lan hukLum dapLat 

terLjadi apaLbila pemegLang haLk milLik at Las tanLah dengLan seLngaja menLgalihkan hLak yanLg 

dipeLgangnya keLpada piLhak laLin. SedaLngkan peraliLhan hLak miLlik ataLs taLnah kareLna 



 

perist Liwa hukLum, terjLadi apaLbila pemLegang hLak miLlik aLtas tanaLh meLninggal duLnia, maLka 

denLgan sendiLrinya atLau tanLpa adanLya suaLtu perbLuatan hukLum diseng Laja daLri pemeLgang 

hLak, haLk milLik beraLlih keLpada aLhli waLris pemeLgang haLk. PeraLlihan haLk miLlik aLtas tanLah 

daLpat dilakuLkan dengLan caLra: juLal bLeli, tuLkar menLukar, hiLbah, dan wLarisan.1 

Di Indonesia hLukum war Lis yLang berlLaku adLa 3 yLakni, huLkum waLris adaLt, hukLum 

war Lis IslaLm daLn hLukum per Ldata. HuLkum waris adat sendiri bentuknya tidak 

tertulis,hukum waris adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan dan 

kekerabatan. Dalam Hukum waris Islam menurut Pasal 171 angka (2)Kompilasi Hukum 

Islam (KHI)yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah 

atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena 

hukum untuk menjadi ahli waris. Hukum waris perdata yaitu hukum yang mengatur 

mengenai kekayaan seseorang setelah dia meninggal, mengenai bagaimana 

memindahkan kekayaan seseorang setelah dia tiada. Hukum waris jarang didalami oleh 

kebanyakan masyarakat Indonesia, padahal keberadaannya sangat diperlukan dan tak 

jarang sering menimbulkan konflik jika penerapan hukum waris tidak pada tempatnya. 

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat 

kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat tetap dipatuhi dan dilakukan oleh 

masyarakat adatnya terlepas dari Hukum waris adat tersebut telah ditetapkan secara 

tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan hukum waris adat dikenal beberapa macam 

sistem pewaris, yaitu: 

a. Sistem keturunan: pewaris berasal dari keturunan bapak atau ibu ataupun keduanya. 

b. Sistem individual: semua ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing. 

                                                             
1Muhammad Abdulkadir, Hukum Waris, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hal.51  



 

c. Sistem kolektif: ahli waris menerima harta warisan tetapi tidak dapat dibagi-bagikan 

penguasaan ataupun kepemilikannya. Setiap ahli waris hanya mendapatkan hak 

untuk menggunakan ataupun mendapatkan hasil dari harta tersebut. 

d. Sistem mayorat: harta warisan diturunkan kepada anak tertua sebagai pengganti ayah 

dan ibunya. 

Sumber utama dalam hukum Waris Islam adalah Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 

11, 12, dan 176. hukum Waris Islam atau ilmu faraidh adalah ilmu yang diketahui siapa 

yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk 

setiap ahli waris. 

Ilmu Faraidh termasuk ilmu yang paling tinggi kedudukannya, paling besar 

ganjarannya, oleh karena pentingnya, bahkan sampai Allah Subhanahu wa ta’ala sendiri 

yang menentukan takarannya, Dia terangkan jatah harta warisan yang didapat oleh setiap 

ahli waris, dijabarkan kebanyakannya dalam beberapa ayat yang jelas, karena harta dan 

pembagiannya merupakan sumber ketamakan bagi manusia.Menurut Muhammad Ali 

Ash-Shabuni Pembagian harta warisan dalam islam persentasenya terdiri dari: 

1. Ashhabul Furudh yang berhak mendapatkan setengah (1/2) adalah satu kelompok 

laki-laki dan empat perempuan yakni suami, anak perempuan, cucu perempuan 

dari keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan 

sebapak 

2. Ashhabul Furudh yang berhak mendapatkan seperempat (1/4) adalah suami atau 

istri. 

3. Ashhabul Furudh yang berhak mendapatkan seperdelapan (1/8) adalah istri yang 

mendapatkan waris dari peninggalan suaminya baik itu memiliki anak atau cucu 

dari rahimnya atau Rahim istri yang lain. 



 

4.  Ashhabul Furudh yang berhak mendapatkan dua per tiga (2/3) adalah empat 

perempuan antara lain anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-

laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan sebapak. 

5. Ashhabul Furudh yang berhak mendapatkan sepertiga (1/3) adalah hanya dua yaitu 

ibu dan dua saudara laki-laki atau perempuan dari satu ibu 

6. Ashhabul Furudh yang berhak mendapatkan seperenam (1/6) adalah bapak, kakek, 

ibu, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara perempuansebapak, nenek, 

dan saudara laki-laki dan perempuan satu ibu.2 

Sebagian besar dari harta warisan adalah untuk perempuan dan laki-laki, besar atau 

kecil, mereka tidak ada yang lemah dan kuat disesuaikan dengan tatanan adat dan budaya 

yang diberlakukan, sehingga tidak terdapat padanya kesempatan untuk berpendapat atau 

berbicara dengan hawa nafsu. Karena di Indonesia Pengembangan Hukum Undang-

undangserta Peraturan Pemerintah berdasarkan hukum islam dan hukum adat. Sehingga 

Hukum Islam dan Hukum Adat tidak berlawanan dengan pengembangan Hukum di 

Indonesia. 

Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 

830 s/d Pasal 1130 KUHPerdata. Disamping itu waris juga diatur pada Inpres no. 1 

Tahun 1991.  

Terdapat tiga unsur pada warisan yakni: 

1.  Adanya pewaris 

2. Adanya ahli waris 

3. Harta warisan. Harta warisan adalah berupa hLak daLn kewLajiban yaLng daLpat diLnilai 

denLgan uaLng. 

Dalam Pasal 830 KUHPerdata yang ditentukan sebagai ahli waris adalah: 

                                                             
2Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Warisan Menurut Islam, Jakarta: Gema Insani, 2007, hal 46-57 



 

a. Para keluarga sedarah, baik syah maupun luar kawin (Pasal 852 perdata) 

b. Berdasarkan penafsiran ahli waris suami atau istri yang hidup terlama menurut UU 

dibagi kedalam 4 (empat) kelompok: 

 Kelompok pertama terdiri dari suami/istri dan keturunannya.; 

 orang tua, saudara kandung, dan anak dari saudara kandung merupakan 

kelompok kedua.; 

 Kelompok ketiga, terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya; 

 Kelompok keempat, terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis 

menyimpang sampai dengan derajat keenam. 

Jadi, pembagian waris menurut sistem hukum perdata ini yang diutamakan adalah 

golongan pertama yang berhak menerima warisan yakni ahli waris.Menurut hukum 

perdata pembagian warisan tidak membedakan bagian antara laki-laki atauperempuan. 

Dengan demikian dapat dilakukan secara seimbang.Sama halnya dengan perbuatan 

hukum seper Lti JuLal BLeli, HLibah, PemLbagian HaLk BersLama yLang dikenakan pajak, 

peristiwa hukum seperti kematian yang kemudian dilakukannya proses waris juga 

dikenakan pajak 

BerdLasarkan UndanLg-undLang KetLentuan ULmum dLan T Lata caLra PerpajaLkan (KUP) 

NomLor 28 TahLun 2007 PaLsal 1 ayLat (1), PajaLk merupLakan sebLuLah kontrLiLbusi waLjiLb 

kepLLada negLaLra yaLng terLutang oLleh oraLng pribadi atau baLdan yLang bersiLfat memLaksa 

berdLasarkan undLang-undaLng. HLal inLi merupakan upaya dari pemerintah untuk 

meningLkatkan kesejahteLraan daLri rakyat Indonesia secara adil dan merata. Pemerintah 

memberikan wewenang kepada pemerintah daerah hal ini sebagai bentuk desentralisasi 

agar Pemer Lintah DaeraLh dLapat menLgatur daLn menLgurus semLua urusLan daer Lahnya senLdiri 

unt Luk menLLcapai pembanLgunan nasio Lnal. SalLah satLu jLenis pLajak puLsat yaLng dialihLkan 

menjLadi paLjak daeLrah aLdalah BeLa PeLrolehan HLak aLtas TaLnah dLan BangLunan (BPHLTB)  



 

BLea PerolehLan HLak At Las TanLah daLn BanLgunan (BP LHTB) sendLiri teLrjadi kar Lena 

bebeLrapa kejadLian saLlah sLatunya aLdalah BeLa PeroleLhan HaLkat Las TaLnah dan BanLgunan 

(BPHLTB) warLis meruLpakan pengLenaan pajLak kepLada par La ahlLi war Lis, sehubLungan deLngan 

peralLihan hLak atLas Ltanah daLn bangunaLn daLri pewLaris keLpada ahlLi wLaris  

RumLus dalaLm menghLitung taLrif BeLa Per Lolehan HLak aLtas TLanah dLan Bangunan 

(BPHTB) adalah Tarif Pajak 5% x das Lar PengenLaan PaLjak (NPOP – NPOPLTKP). 

Besar Lnya NPOP LTKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namLun ber Ldasarkan 

UndLang – UndLang No L. 2L8 T Lahun 200L9 PaLsal 8L7 ayaLt (4) ditetLapkan besaLran palLing rendaLh 

sebeLsar Rp 6L0 jut La untLuk setiLap wajLib pajLak. AkLan teLtapi, apaLbila perolehan hLak beraLsal 

dLari wLaris atLau hibLah waLsiat yanLg diterimLa oranLg pribLadi yaLng maLsih memiLliki hubuLngan 

kLeluarga sedLarah dalaLm gLaris keturuLnan lur Lus saLtu derajLat kLe bawLah, terLmasuk ist Lri, makLa 

NPOPLTKP ditetaLpkan palLing rendLah senilLai RP 30L0 juLta, CaLra perhitunLgan dLari BPHLTB 

wLaris sebLagai ber Likut : (HaLrga PasLar – Rp 300.000.000,00) x 5% 

Ketentuan dalam Undang – Undang nomor 2L8 tahLun 200L9 PasLal 8L5 ayLat (2L) 

menentukan 15 jenis perole Lhan tanLah dan/at Lau banguLnan yang menjaLdi objek pajak salah 

satunya adalah waris, Indonesia telah menetapkan aturan mengenai pewarisan, Pasal 830 

KUHPerdata menyatakan “Pewarisan hanya terjadi karena kematian.” Pasal 833 ayat (1) 

KUHPerdata menyatakan “Ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak 

milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal dunia.”  

Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata bertalian dengan Pasal 833 KUHPerdata, 

dengan meninggalnya seseorang maka semua barang, semua hak dan semua piutang 

(disebut juga harta warisan atau harta peninggalan) demi hukum jatuh meluang (terbuka) 

kepada ahli warisnya. Meninggalnya pewaris menimbulkan akibat hukum kepemilikan 

bersama oleh ahli warisnya terhadap warisannya. Menurut Herlien Budiono, harta 



 

warisan termasuk kepemilikan harta bersama yang terikat (gebonden mede eigendom).3 

Menurut A. Pitlo, Kepemilikan bersama yang terikat atas properti terjadi ketika dua 

orang berbagi kepemilikan atas sesuatu setelah kejadian hukum lainnya, seperti misalnya 

karena peristiwa meninggalnya pewaris, putusnya perkawinan, bubarnya persekutuan 

perdata atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum.4 Kepemilikan bersama yang 

terikat atas harta warisan tersebut berakhir, setelah diadakan pemisahan dan pembagian 

harta warisan. 

Pengenaan pajak BPHTB dari pewaris kepada ahli waris dapat dikatakan sesuatu 

yang tidak direncanakan, mengapa dikatakan demikian karena pajak ini muncul setelah 

adanya suatu peristiwa hukum yaitu kematian, dan kematian merupakan suatu hal yang 

tidak dapat diduga dan direncanakan oleh manusia, kaitannya dalam hal ini pewaris 

seolah-olah memberikan atau dapat dikatakan membebankan suatu biaya tambahan 

kepada ahli waris yang pewaris sendiri tidak mengetahui peristiwa itu akan terjadi. 

Sedangkan dari pihak ahli waris sendiri harta yang ditinggalkan oleh pewaris 

merupakan sesuatu hal yang otomatis ahli waris terima,walaupun penolakan suatu 

warisan bisa dilakukan dengan memberikan pernyataan di kepaniteraan pengadilan 

negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka, menyatakan dirinya sebagai 

ahli waris dan menolak menerima pembagian warisan, namun diluar dari pada itu dan hal 

tersebut diatur dalam hukum pewarisan, mau tidak mau ataupun setuju tidak setujuahli 

waris harus melaksanakan yang namaya pajak BPHTB tersebut. L 

Sesuai dalLam PasLal 6 huLruf d PeLraturan Pemerintah N Lomor 3 L4 TaLhun 201L6 ( P LP 

NomLor 3L4 TahLun 20L16 ), pengalLihan hLak aLtas tanLah dLan banguLnan karena waris 

dikecualikan dari kewajiban membayar PPh final. Oleh karena itu, maka pengal Lihan hLak 

                                                             
3 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung: Penerbit PT Citra 

Aditya Bakti, 2008, halaman 336. 
4 A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda, Jakarta: PT Intermasa, 1991, 

halaman 74. 



 

ataLs taLnah dLan baLngunan daLri peLwaris kepLada seLmua ahLli waLris berhubung meninggalnya 

pewaris, pewaris tidak terhutang PPh final atau nihil karena dalam pemisahan dan 

pembagian harta warisan tersebut tidak ada peroleha Ln hLak ataLs tanLah dLan baLngunan, 

maka satu-satunya BPHLTB terhutang ada Llah perolehLan hLak ataLs daLn banguLnan oLleh 

semua ahli waris dari pewaris karena meninggalnya pewaris. Oleh karena 

tanah/bangunan telah diadakan pembagian dan pemisahan terhadap harta warisan, maka 

BPHTB terhutang tersebut menjadi kewajiban ahli waris yang menerima pembagian 

harta warisan sebagai satu-satunya orang yang memperoleh harta warisan tanah dan/atau 

bangunan langsung dari pewaris. 

Namun kenyataannya tidak demikian, masyarakat yang telah melakukan 

pemisahan dan pembagian waris yang telah dibuktikan dengan syarat-syarat pendukung 

tetap dianggap melakukan peralihan antar ahli waris yang mana dalam hal ini mereka 

dikenakan PPh dan BPHTB atas dasar peralihan antar ahli waris padahal mereka telah 

membuat akta pembagian waris. Berkaitan dengan adanya akta pembagian waris 

menimbulkan pemisahan dan pembagian kepemilikan bersama yang terkait dalam suatu 

pewarisan, dimana pewarisan tersebut dianggap langsung turun dari pewaris kepada satu-

satunya ahli waris yang berhak menerima bagian tersebut, sehingga dalam hal ini tidak 

diperlukan lagi adanya kata pembagian hak bersama. 

PasaLl 1 ayLat (2) UnLdang-UndaLng KLUP menye Lbutkan baLhwa waLjib pLajak adalLah 

oranLg pribLadi atau baLdan, sedanLgkan paLda PasaLl 2 aLyat (1) LUU PajLak PengLhasilan 

disebLutkan bahLwa yLang menjaLdi subLLjek pajak adaLlah warisLan yaLng belLum terbLagi sebaLgai 

saLtu kesatLuan, menggaLntikan yaLng berhLak. AdaLnya konfLlik norLma antaLra keduLa atuLran 

terseLbut, dimaLna warisLan bukLan merupaLkan oranLg priLbadi ataLu badaLn, maLka seharusnLya 

tidLak bisLa diseLbut sebLagai suLbjek pajLak, seLlain itu maLksud dari meng Lgantikan yaLng 



 

ber Lhak daLpat menimbLulkan poleLmik, kaLrena apLabila belLum dibLagi teLntu saLja beluLm ada 

kejelasLan meLngenai pihLak yLang har Lus meLmbayarkan paLjak tersLebut.  

KonLflik normLa juLga terjaLdi padLa PasLal 4 ayLat (1) UndLang-UnLdang PajLak 

PenghasLilan, mengLanut prinLsip bahLwa paLjak aLkan dikenLakan aLtas seLtiap tambaLhan 

kemaLmpuan eko Lnomis yanLg diter Lima aLtau dipero Lleh wajLib pajLak. KetenLtuan PaLsal 4 ayLat 

(3) hur Luf b UndaLng-UndaLng PaLjak PenghaLsilan yanLg mengaLtur bahLwa wariLsan bukLan 

objLek pajLak. WarisLan yanLg dimLaksud adLalah melipuLti semuLa jenLis haLrta baLik it Lu hartLa 

bergeLrak maupLun har Lta tidLak berger Lak. NaLmun daLri haLsil pengamLatan penLulis banLyaknya 

maLsyarakat yLang mengeluhLkan mendapaLtkan suLrat tagLihan paLjak dLari kanLtor paLjak terkLait 

beluLm dibayaLrkannya paLjak kareLna per Ltambahan hart La yanLg dipeLroleh dLari wariLsan. HLal 

inLi menLjadi perdebLatan yanLg cukuLp meLnarik kareLna menuLrut petuLgas pajLak pLada saLat 

har Lta beLlum diwariLskan tidLak peLrnah dilLaporkan kLe pajaLk bahLkan wajLib pajLak yaLng 

member Likan wLaris tidLak terdaLftar di kanLtor pLajak. MLaka ahlLi wLaris hLarus membLayar 

terlebLih dahLulu hutaLng pLajak at Las haLrta yanLg beLlum perLnah dilapo Lrkan sebelumn Lya. 

Berdasarkan permasalahan diatas, dianggap perlu untuk ditelaah demi 

mendapatkan kesesuaian antara peraturan yang ada dan telah diberlakukan dengan 

praktek yang terjadi sebenarnya di lapangan. Dalam hal ini penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul :PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN 

DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PEWARISAN DI KOTA 

BUKITTINGGI 

 

 

 

B. Rumusan MasLalah 



 

BerdaLsarkan uraian la Ltar belakang diata Ls penulis dapLat mengambil bebe Lrapa 

permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana ketentuan pengenaan pajak dalam peralihan hak milik pewarisan di Kota 

Bukittinggi. 

2. Mengapa peralihan hak milik melalui pewarisan di Kota Bukitinggi dikenai pajak 

Penghasilan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujua Ln yLang ingin dicaLpai dalaLm peneliLtian 

iLni adalaLh: 

1. UnLtuk mengLetahui daLn mengLanalisisbagaimana ketentuan pengenLaan pajak dalam 

peralihan hak milik pewarisan di Kota Bukittinggi. 

2. Unt Luk mengLetahui dLan memahami pajak penghasilan yang dikenakan dala Lm proses 

pewarisan dLi Ko Lta Bukittinggi. 

D. ManfaLat PenLelitian 

AdapLun manLfaat yaLng diperoleh d Lari penLelitian inLi adalLah sebaLgai berikLut: 

1. SecLara TeoLritis 

a. Untuk membantu menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum, terutama dalam 

proses waris dalam peralihan hak atas tanah. 

b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian lapangan. 

c. Untuk menerapkan ilmu secara teoritis dan menghubungkannya dengan data yang 

diperoleh dari penelitian lapangan. 

2. Secara Praktis 

a. Untuk dapat mempertajam analisis dan wawasan terutama bagi peneliti terkait 

dengan proses waris dalam peralihan hak atas tanah. 



 

b. Dapat menjadi materi pembanding, layak atau tidaknya penerapan pajak BPHTB 

dan PPh terhadap ahli waris 

E. KeaLslianPenelit Lian 

BerdaLsarkan info Lrmasi ser Lta penelusur Lan diperpLustakaan yang telah dilakukan khususnya 

di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan lainnya, 

diketahui ada beberapa tesis yang hampir sama dan terkait dengan judul penelitian ini 

ataupun yang bersinggungan langsung denganPENGENAAN PAJAK PENGHASILAN 

DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PEWARISAN DI KOTA 

BUKITTINGGI, dalam hal ini penulis tidak menyangkal tentang adanya kesamaan 

sebagian dari penelitian ini, yang mana terletak pada rumusan permasalahan yang 

berhubungan dengan Sistim perpajakan ahli waris tapi berbeda pembahasan dan rumusan 

masalah yang akan penulis teliti. Penelitian ini difokuskan pada penerapan pajak Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak Pertambahan Penghasilan 

(PPh) pada peralihan hak waris. Jika ada tulisan yang hampir sama dengan yang ditulis 

oleh penulis diharapkan tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang telah ada 

sebelumnya 

Adapun tulisan yang relatif sama dengan yang ingin diteliti oleh penulis, 

berdasarkan sejumlah literatur yang ditemui di Perpustakaan FakulLtas HuLkum 

UnivLersitas AndaLlas menyebutkan ada penuliLsan tesLis tentang pengenaan pajak, seperti : 

1. Tesis yang ditulis oleh Benny Oktario pada Universitas Andalas tahun 2019 den Lgan 

jLudul “PeLngenaan P Lajak Peng Lhasilan at Las War Lis dan HiLbah dala Lm PengalLihan HLak 

aLtas taLnLah dan atau bangu Lnan di KLota PadLang dengan rumusan masalah :   

a. BagLaimana penLgenaan pLajak penghLasilan ataLs wLaris danL hibLah dalLam pengalih Lan 

haLk at Las taLnah daLn banLgunan di Kota PadaLng?  



 

b. AdaLkah kenLdala daLlam peLngenaan pajLak penLghasilan at Las waLris dLan hiLbah daLlam 

pengaLlihan hLak atas tanaLh dan banLgunan di Ko Lta Padang?  

2. Tesis yanLg ditulis oleh Annisa Mutiara Andina pada Universitas Andalas tahun 2019 

denLgan judLul Pelaksanaan PeLmungutan P Lajak PengLhasilan at Las Jual BeLli TanLah 

dan/aLtau BangLunan di Ko Lta PadLang, dengLan rumLusan masLalah:  

a. Bagaimana pelaksanaan pemung Lutan Pajak Penghasilan atas jual beli ta Lnah 

daLn/ataLu banLgunan di Kota Padang?  

b. Bagaimana peran Notaris/PPALT dalam pelaksanaan pemungutan Pa Ljak 

pengLhasilan atLas juLal beLli tanLah daLn ataLu bangLunan di KLota Padang  

c. Apa saja kenLdala-kendLala hukum yaLng timbul dalLam pelaksLanaan pemunLgutan 

PajaLk Penghasilan ata Ls juLal beLli tanLah dan/at Lau bangLunan? 

F. KeraLngka TeoLri dan Kerangka Konseptual 

1. KeraLngka TeLori 

KeranLgka teLori adalLah keranLgka pemiLkiran ataLu butLir-buLtir pendLapat, teLori, tesis 

mengLenai suaLtu kLasus ataLu permasalaLhan yaLng menLjadi bahLan peLrbandingan, 

peLgangan teLoritis.5 

Dalam penelitian, fungsi teori adalah untuk memperjelas ruang lingkup yang 

diteliti, untuk membuat instrumen penelitian dan membuat hipotesis dan 

menampilkan hubungan antar variable, konsep, dan menerangkan fenomena sebagai 

masukan dalam mengambil persoalan dan informasi pembanding. Untuk itu keraLngka 

teoLri daLlam penLelitian tesisi ini sanLgat dipeLrlukan guna memperjelas nilLai-nilLai, azas-

azas, dalil-dalil, dan norma-norma, serta dasar hukum sampai kepada landasan 

filosafinya yang tertinggi. 

                                                             
5M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal 80. 



 

Untuk menyikapi rumusan masalah tersebut maka kerangka teori akan dijadikan 

landasan. dalLam penulis Lan tesLis iLni adalLah teoLri perpajakan dan teori waris. 

a. Teori Perpajakan 

Menurut Undang-Undang daLn Tat La CLara Per Lpajakan, paLjak aLdalah kontribLusi 

WLajib PaLjak kepaLda NegLara yLang terut Lang olLeh OranLg PribaLdi atau Badan yang 

bersifat yLang terut Lang olLeh or Lang pribLadi at Lau badLan yLang sifatnya dapat di paksakan 

dan di pungut oleh Unda Lng-UnLdang, serta tiLdak menLdapat imbLalan secLara lanLgsung 

daLn di guLnakan unLtuk keperLluan NegLara baLgi sebeLsar-besar Lnya kemakLmuran rakLyat.6 

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, 

“PaLjak adaLlah iur Lan rakyLat keLpada kaLs NeLgara berdasarkan Unda Lng-undLang (yaLng 

daLpat dipaLksakan) dengan tiada mend Lapat jasLa timbLal balLik (koLntra PreLstasi) yaLng 

langLsung daLpat ditunjuLkkan dLan yLang digunaLkan unLtuk membLayar pengeluLaran 

umLum.”7 

Sedangkan menurut Me Lnurut S.I. Djajadiningrat yanLg diLkutip olLeh SiLti ResLmi 

bLahwa: “PajLak adalaLh sebaLgai suLatu kewajiLban menyerahLkan sebaLgian daLri kekLayaan 

kLe kLas NegLara yLang dLi sebabLkan suLatu keaLdaan, kejadLian,dLan per Lbuatan yaLng 

memebLerikan keduLdukan terteLntu,tetLapi bukLan sebagLai huLkuman, meLnurut peratuLran 

yanLg di tet Lapakan pemLerintah sert La dapLat di pakLsakan, tetaLpi tidLak adLa jaLsa timbLal 

baLlik dar Li NegLara secar La lanLgsung uLntuk meLmelihara keseLjahtraan seLcara uLmum”.8 

DaLri kedLua defeniLsi diLatas terdLapat perLsamaan pandaLngan at Lau pLrinsip mengLenai 

pLajak. KeduLa pendLapat tersebLut mempunyLai unLsur-unsLur sebaLgai beriLkut : 

1. PaLjak dipLungut berdasLarkan UndaLng-undaLng. 

2. TidLak aLda timLbal jaLsa (kontraprLestasi) secLara lanLgsung. 

3. PaLjak dipuLngut oleLh NeLgara, bLaik pemer Lintah pLusat maLupun pemer Lintah daeraLh 

                                                             
6Mardiasmo. Perpajakan. (Edisi Revisi 2009, Yogyakarta, Penerbit Andi . Muljono, Djoko, 2010),  22-23 
7 Waluyo, Perpajakan Indonesia , (Salemba Empat, Jakarta, 2017), 3. 
8 Siti Resmi, Perpajakan ,Teori dan Kasus. (Salemba Empat.,Yogyakarta, 2009), 1. 



 

4. PajLak diperuLntukkan bLagi pengLeluaran-penLgeluaran pemLerintah, yaLng bilLa 

dLalam pemasukanLnya masLih terdaLpat surplLus, diguLnakan unt Luk memLbiayai.9 

PajLak merupaLkan suLmber pener Limaan NeLgara yanLg memLpunyai dLua funLgsi yait Lu: 

a. FuLngsi angLgaran (buLdgetair) 

b. FuLngsi mengLatur (reguleLred) 

b. TeLori DLaya PiLkul 

MenLurut teLori iLni setiLap oraLng wajLib meLmbayar paLjak sesuLai daLya pikuLl masLing-

masLing. Daya pikul me Lnurut DLe LanLgen, sebagaimana dikLutip oleh RocLhmat 

SoemiLtro, adLalah kekuLatan seseLorang untu Lk memLikul suLatu beLban at Las apLa yaLng 

tersiLsa, Lsetelah selu Lruh penghasiLlannya dikuLrangi deLngan pengLeluaran-pengLeluaran 

yanLg mutlLak uLntuk kehLidupan primeLr dir Li sendiLri beseLrta keluarg Lanya.10 Dari 

pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud daya pikul bukan hanya 

dilihat dari keseluruhan penghasilan yang diperoleh oleh orang yang bersangkutan, 

melainkan terlebih dahulu dikura Lngi denLgan pengeluLaran-pengLeluaran tertentu yang 

memang secara mutlak harus dikeluarkan untuk memenuhi kehid Lupan primernya 

sendiri beserta keluarga yang menjadi tanggungannya. Apabila suatu jenis pajak 

menggunakan pendekatan daya pikul ini maka yang harus jelas adalah ukuranukuran 

yang dipakai. Ukuran tersebut misalnya apakah yang dimaksud dengan penghasilan? 

Apa dasar untuk menentukan kebutuhan minimal? Apakah jumlah keluarga saja, 

struktur keluarga, atau bahkan sudah sampai pada kondisi keluarga yang 

bersangkutan?  

Menurut Rochmat Soemitro, teori ini dimasukkan ke dalam bagian dari teori-teori 

yang membenarkan pemungutan pajak oleh negara. Akan tetapi pada bagian akhir 

disampaikan otokritik yang menyatakan bahwa penempatan seperti itu kurang tepat 

                                                             
9 Siti Resmi, Perpajakan ,Teori dan Kasus. (Salemba Empat.,Yogyakarta, 2009), 2. 
10RochmatSoemitro, Asas dan Dasar Perpajakan, Bandung : Eresco, 1992, hal 31 



 

mengingat teori ini tidak memberikan dasar yang membenarkan atas pungutan pajak 

oleh negara, melainkan merupakan dasar untuk memungut pajak secara adil.11 

Berdasarkan pendekatan daya pikul, pajak dikatakan telah dibebankan secara adil 

apabila mengacu pada daya pikul wajib pajaknya. Semakin besar kemampuan 

seseorang, tentu semakin besar pula pajaknya. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Jadi 

yang digunakan untuk melihat keadilan beban pajak adalah kema Lmpuan memLbayar 

(aLbility to pLay) wajLib paLjak tersLebut. Contoh jenis pajak yang menggunakan 

pendekatan daya pikul ini adalah pajak penghasilan. Di dalam pajak penghasilan, 

seseorang atau suatu badan baru dapat dikenakan pajak apabila mempunyai 

kemampuan bayar. Sementara terhadap wajLib pajaLk oraLng pribaLdi unLtuk waLjib paLjak 

dalLam negeri mereka dibatasi oleh batas PTPK (Penghasilan Tidak Kena Pajak),kalau 

untuk badan usaha mereka dapat dikenakan pajak bila mempunyai keuntungan bersih. 

Dalam pelaksanaan konsep pemungutan pajak, yang perlu diperhatikan adalah 

bagaimana agar segala sesuatunya berjalan lancar, adil, dan tidak mengganggu 

kepentingan masyarakat, serta memberikan dampak positif bagi kas negara.Asas 

yuridis merupakan salah satu asas tersebut. 

MenLurut asLas iLni huLkum pLajak hLarus dLapat memLberikan jamin Lan huLkum yLang 

pLerlu unLtuk menyat Lakan keadLilan yaLng teLgas, baLik untuLk negLara maLupun 

waLrganya.12OlLeh kareLna iLtu mengLenai pLajak di negar La huLkum, seLgala sesuatuLnya haruLs 

ditetaLpkan dalaLm undLang-unLdang. DenLgan kata lain, huk Lum paLjak haLrus daLpat 

meLmberikan jLaminan huLkum baLgi tercapaiLnya keaLdilan, dLan jamLinan iLni diber Likan 

kepLada pihaLk-pihLak yanLg tersangkut di dalam pemungutan pajak, yakni pihak fiskus 

dan wajib pajak. Fiskus diberi jaminan terhadap pelaksanaan tugasnya. Misalnya, 

fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, dan sebagainya. Dalam hal 

                                                             
11 Soemitro, Rochmat, Asas dan Dasar Perpajakan, Bandung : Eresco, 1992, hal 30 dan Brotodiharjo, Santoso, Pengantar 
Ilmu Hukum Pajak, Bandung : Refika Aditama, 2003, hal 32 
12Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung : Refika Aditama, 2003. 



 

ini kewenangan tersebut menjadi jaminan bahwa fiskus dapat memaksa berdasarkan  

hukum yang berlaku terhadap wajLib pajLak at Lau penangLgung paLjak. Demikian pula 

pembayar pajak atau penanggung pajak juga diberikan hak atas perlindungan. Wajib 

Pajak misalnya dapat mengajukan protes, banding, tuntutan hukum, dan tindakan 

hukum lainnya.. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak dan penanggung pajak tidak 

diperlakukan semena-mena. Hal lain yang tidak boleh diabaikan adalah adanya 

jaminan terhadap perlindungan rahasia dari wajib pajak atau rahasia dari penanggung 

pajak. Untuk itu harus juga mendapatkan perlindungan secara memadai.   

c. Teori Peralihan Hak Atas Tanah 

Pengertian peraliLhan hLakat Las taLnah dapLat bLeralih daLn dialiLhkan, beralLih dalam arti 

berpindahLnya haLkaLtas tanaLh karena pewarisan, sedangkan dialihkan adalah beru Lpa 

juaLl-bLeli, tukLar menuLkar, penghibahan, dan hibah-wasiat. 

1. Warisan  

Apabila seseorang pemilik hak atas tanah meninggal dunia, maka hak 

tersebut berpindah kepada ahli waris orang tersebut.Mungkin ada atau tidak ada 

wasiat untuk ahli warisnya.Hukum waris yang berlaku bagi seseorang 

menentukan siapa yang berhak menerimanya, bagaimana pembagiannya, dan 

berapa bagian yang didapat. 

2. Jual Beli 

Ada dua cara berbeda untuk membeli dan menjual yakni menurut hukum 

Barat dan hukum adat. Dalam pengertian hukum, jual beli ini berarti ketika 

pembeli membayar harga tanah kepada penjual (walaupun hanya sebagian), 

penjual melepaskan kepemilikan atas tanah tersebut untuk selamanya.Masalah 

terakhir telah dialihkan dari penjual ke pembeli. 



 

Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur 

tentang jual beli barang menurut hukum Barat. 

Menurut Buku III KUH Perdata tentang perikatan, jual beli adalah suatu 

jenis perjanjian atau perikatan.. Dalam hal ju Lal bLeli taLnah adLalah sLuatu perjLanjian, 

saLtu pihLak mengLikatkan dirin Lya untuLk menyer Lahkan tanLah pLada pLihak lainnLya 

untuk membaLyar hargLa-har Lga yLang ditenLtukan. PaLda saaLt kedLua beLlah piLhak iLtu 

telLah mencapaLi kat La sepLakat, mLaka juLal belLi sdiangLgap teLlah terjLadi. untuk 

pemindahan tak diper Llukan suaLtu perbuLatan HukLum laiLn yaLng ber Lupa penyeraLhan 

caranLya ditetapLkan dengLan satu peLraturan lLain laLgi. 

Secara hukum peralihan hak dikenal dengan istilah juridische leverage 

(penyerahan kepada hukum), yang dilakukan dengan membuat suatu akta di 

depan dan oleh pejabat baliknama (overschrijvings-ambtennar). Namun 

masyarakat lebih mengenal kegiatan hukum dengan sebutan balik nama. Oleh 

karena itu, jika tata cara peralihan nama belum selesai, maka hak atas tanah 

belum berpindah dari penjual kepada pembeli. 

3. Tukar menukar 

Dalam proses tukar menukar,Agar pihak yang mempunyai hak atas tanah 

dapat menukarkan sesuatu dengan tanah atau hasil kepada pihak lain, pembeli 

membayar sejumlah uang dan penjual mengalihkan hak atas tanahnya. 

 

Dalam pertukaran yang sama dengan jual beli, pihak yang mempunyai hak 

sah atas tanah itu mengalihkannya kepada pihak lain untuk selama-lamanya 

dengan imbalan menerima pembayaran atau hasil lain dari penerima tanah. 

Dengan kata lain, sebenarnya, ini bukan sekedar perjanjian. 



 

Penukaran tersebut harus diselesaikan di hadapan PPAT, seperti halnya jual 

beli, dengan membuat akta tukar menukar yang kemudian dicatat pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk memperoleh sertifikat.. 

4. Penghibahan  

Akta hibah digunakan untuk pemberian hak atas tanah yang dilakukan 

dihadapan PPAT, dan akta ini kemudian dicatat/didaftarkan pada kantor 

pertanahan Kabupaten atau Kota untuk mendapat sertifikat. 

5. Hibah Wasiat  

Berbeda dengan hadiah, wasiat adalah pemberian yang dibuat pada saat 

pemberinya masih hidup, namun pemberinya meninggal dunia.Pemberi berhak 

menarik (membatalkan) pemberiannya selama masih hidup. 

 

 

 

 

d. Teori tentang Waris 

Adanya waris karena adanya sebab kematian yang hak. Menurut Kamus Basar 

Bahasa Indonesia (KBBI) wa Lris adaLlah oranLg yanLg berhak menerima har Lta pusaka dar Li 

orang yang telah menin Lggal.13 

Al-Faraid adalah bentuk jamak dari kata Al-Fariidah yang oleh para akademisi 

mengacu pada bagian-bagian yang telah ditetapkan tingkatannya, atau lafadz 

mafrudah14. Jadi secara terminologi pengertian faraid adalah suatu cara yang 

digunakan untuk mengetahui siapa-siapa yang memperoleh bagian-bagian tertentu, 

maka ditetapkan terlebih dahulu ahli-ahli waris dari orang yang meninggal. 

                                                             
13Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, Cet IV, hal. 1556 
14Asymuni A. Rahman, Ilmu Fiqih 3, Jakarta : IAIN Jakarta, 1986, Cet II, hal. 1 



 

Selanjutnya baru dapat diketahui siapa diantara ahli waris yang mendapatkan bagian 

dan yang tidak mendapatkan bagian tertentu15 

Sebaliknya, waris dapat dipahami dari segi hukum yang mengatur pembagian 

harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, mengetahui bagian yang diperoleh 

dari harta warisan bagi masing-masing ahli waris yang berhak.16. 

Pengalihan hak milik orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup 

disebut dengan pewarisan tanpa terjadi ‘aqad lebih dahulu. Apabila ada suatu 

peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat 

hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban 

seseorang yang meninggal dunia itu. Hukum waris mengatur tentang penyelesaian hak 

dan kewajiban akibat peristiwa hukum yang disebabkan oleh meninggalnya 

seseorang.17 

Seperti yang sudah disebutkan diatas, harta yang ditinggalkan oleh pewaris secara 

otomatis akan menjadi benda warisan dan hukum waris berlaku pada saat itu juga 

yang mana akan mengatur pembagian benda warisan tersebut. Dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) Pasal 171 disebutkan: “HukLum kewarisLan aLdalah hukLum yaLng 

meLngatur tenLtang peminLdahan haLk pemiliLkan haLrta peninggaLlan (tirkLah) pewarLis, 

meneLntukan siLapa-siapLa yaLng meLnjadi aLhli wari Ls daLn beLrapa baLgiannya masiLng-

masinLg”18 

M. Ali Ash Shabuni berpendapat bahwa mewariskan sesuatu dari satu orang ke 

orang lain atau dari satu orang ke orang lain itulah yang dimaksud dengan istilah 

“warisan” dari segi bahasa.. 

2. KerangkaKonsep 

                                                             
15Ali Hasan, Hukum Warisan dalam Islam,  Jakarta : Bulan Bintang, tanpa tahun, hal. 9 
16Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000, Cet IV, hal. 355 
17Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum 

Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, 1995, cet I, hal. 93-94 
18  Ibid, hal. 131 



 

KonLsep adLalLah salaLLh sLaLtu bagLLian terpeLnLting dLaLri teLoLri, per LaLnan konLsepsi daLlam 

penelitiLan iniL untuLk menggaLbungkan teLori, obser LvLasi, antar La abLstrak deLngan 

kenyLataan. Ko Lnsep diartiLkan sebagLai kLata yaLng menyaLtukan abstrLaksi yanLg 

digeneralisLasikan daLri haLl-hLal yaLng khLusus yanLg disebLut deLfenisi operasiLonal.19 

Unt Luk dapLat menja Lwab permLasalahan dalLam peLnelitian tesLis per Llu didefenLisikan 

beber Lapa konseLp dasaLr daLlam rangLka menyamaLkan persLepsi agLar secLara operaLsional 

dapLat dibataLsi ruLang lingLkup var Liabel daLn dapLat diper Loleh haLsil penelLitian yang 

sesLuai deLngan tujLuan penLelitian yanLg telLah ditent Lukan. Konsep itu sebagai berikut : 

1. Pewarisan adalah peralihan hak milik orang yang sudah meninggal kepada 

orang yang masih hidup tanpa terjadi ‘aqad lebih dahulu. HukuLm waLris 

adalLah sebuah huk Lum yanLg menLgatur tentang pembagian hart La seseor Lang 

yaLng telLah menLinggal keLpada ahli waris atau kelLuarga yanLg berhLak. 

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) sistem pewarisan, yaitu huk Lum waLris adLat, hukLum 

war Lis perdaLta, daLn hukLum war Lis Islam.  

2. Pewaris merupakan orLang yaLng meniLnggal duLnia daLn meninggLalkan sejumlah 

haLrta kekLayaan, maupun surat wasiat. AhLli waLris merupakan or Lang yanLg bLerhak 

menerima hLarta peninggalan dari pewaris. 

3. Pajak adalah kontribusi wajib di HukLum war Lis adaLlah sebuah huk Lum yaLng 

meLngatur tentang pembagian ha Lrta seseo Lrang yLang telLah menLinggal keLpada ahli 

waris atau kLeluarga yLang berhLak.ari orang atau badan terhadap Negara, yang 

sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara 

langsung. Sedangkan pajak BeLa PerolLehan HLakataLs TaLnah dan BaLngungan 

(BPHLTB) yaLitu pungutan ya Lng diminta kepada penerima hLak at Las taLnah dLan ataLu 

bangLunan  

                                                             
19Samadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hal 31. 



 

G. MetoLde PeneLlitian 

1. JenLis Penelitia Ln 

Untuk mempermudah pembahasan tesis ini, banyak teknik yang digunakan dalam 

penyusunannya., karena apabila dilakukan tanpamenggunakan suatu metode maka 

penulisan suatu tesis tidak akan mendapatkanhasilyang memuaskan. 

Metodologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau 

prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara 

sistematis dan logis schingga dapat dipertanggung- jawabkan kebenarannya. 20 

Metode penulisan tesis adalah. uraian tentang cara bagaimana mengatur penulisan 

tesis dengan usaha yang sebaik-baiknya. Sedangkan metode penelitianyang 

dipergunakan dalarn pengumpulan data-data untuk penulisan tersebut antaralainmeliputi 

: 

1) PendekatanMasalah 

Metode penelitianyanLgdiguLnakan dalaLm peneLlitianiLniadaLlah metodLe penelitian yurid Lis 

emLpiris yaiLtu penelitian ya Lng dilakukan dengan menelLiti, serta mengumpulkan da Lta 

primer yang telah didapat melalui observasi secara langsung terhadap masalah 

berkaitan. 

2) SifatPenelitian 

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif yaitu penelitian yang berupa uraian kalimat 

secara sistematis dengan menggambarkan dan menjelaskan secara tepat terhadap hasil 

penelitian berupa keadaan subjek atau objek yang ada dalam penelitian ini 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya mengenai akibat hukum 

terhadap penerapan pajak bagi pewaris yang telah meninggal dunia dalam peralihak 

hak atas tanah 
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3) JenisData 

DalLampeneLlitiantesLisinLijeLnisdLatayLangdigLunakanbersifat: 

a. DataPrimer 

DaLtaprimLeryanLgdimaksudadalahdatayangdiperolehlangsungdariobjekpenelitian 

tentangpenerapan pajak bagi pewaris yang telah meninggal dunia dalam peralihak 

hak atas tanah, dengan data primer pada penelitian iniadalah Kantor Notaris/PPAT 

Kota Bukittinggi. 

b. DataSekunder 

DLata sekLunder merupLakan datLa yaLng diperoLleh daLri berbagLaiseumber atau 

literature yang berkaitan denLgan 

permasalahan.Dalampene LlitianiLnidatasekunderterdLiridaLri: 

1. BahLanHuLkumPriLmeryaitubaLhanhukLumyanLgutama,yaknibaLhanhukuLmyLangmemp

uLnyaiotorLitas,yangmeliputiperatuLranperuLndang-undaLngandan dokumen resmi 

apa pun yang mencakup bahasa hukum.Bahan hukum ini pada 

dasarnyaberbentuk kumpulan peraturan yang berkaitan dengan 

juduldanperumusanmasalahyangditeliti,terutamatentangketentuan-

ketentuanyangeratkaitannyadenganpengenaan pajak penghasilan dalam 

peraliLhan hLak at Las tanaLh daLlam pewLarisan.PeratLuranPerunLdang-undLangan yang 

terkait dengan penulisan tesis inimeliputi: 

(1) UndLang-UndLangDaLsarRepuLblikIndLonesiaT Lahun194L5. 

(2) Kit LabUndanLg-UndLangHukLumPerdaLta. 

(3) UndLang-UndLangNomo Lr28TaLhun2009tenLtangBPLHTB. 

(4) UnLdang-undaLng No Lmor 36 TaLhun 2008 tenta Lng PaLjak 

PengLhasilan 

(5) PeratLuran DaeLrah Ko Lta BukLittinggi No. 3 Tahun 2011 



 

tentang BPHTB 

2. Bahanhukumsekunder,padadasarnyamemberikanpenjelasansecarateoritisterhada

prumusan-rumusanperaturanyangdijadikandasarhukumnyadanataumenjelaskan 

secarateoritisbahan hukumprimer,sepertipendapatparaahlihukumdanlaporan-

laporanhaLsilpeneliLtian. 

3. BahLan hukLum tertier, bahLan-bahan yanLg mLemberi 

petuLnjukmaLupunpenjeLlasanterhadaLpbahLanhukLumpriLmerdLansekuLnder,sepeLrtikaLm

ushukumyangmembantumenterjemahkan istilah-istilah hukum yang barkaitan 

eratdenganpermasalahanyangakanditeliti. 

4. SumbLerDLata 

SumLber datLa yaLng digunLakan untuk memecahkan 

permasalahadLalahmelakukanp LenelitianiLniadLalah: 

(1) PenLelitiankepust Lakaan(LibrLaryReseaLrch) 

Penelitian dilakukan dengan mempelajari dokumendan literature-

literatur yang berkaitan dengan permasalahanyangpenulis perolehdari: 

a) PerpustakaanMagisterKenotarianPadang 

b) PerpustakaanWilayah Bukittinggi. 

(2) PenelitianLapangan(fieldresearch). 

 Penulismengadakanpenelitianpadakantor Notaris/PPAT Zulfia, SH dan 

kantor Notaris/PPAT Hj. Harminda, SH, MH, M.Kn di Kota 

Bukittinggiuntukmemperolehdataprimersecaralangsung. 

4) TekniLk PengumLpulan DaLta 

TekLnikpenLgumpulandaLtayanLgakLandiguLnakandLalampenLelitianadalLahsebagaiberikut: 

a) WawancLara 

Suatuprosesinteraksikomunikasisecaralangsungdengan tatap muka untuk 



 

menggali data dan 

informasidataprimeryangdibutuhkan.Wawancaradilakukandengan 

Notaris/PPAT Zulfia, SH dan Notaris/PPATHj. Harminda, SH, MH, M.Kn 

Kota Bukittinggi, 

denganterlebihdahulumempersiapkanbahanpertanyaanyangselanjutnyadapatd

ikembangkanpadasaatwawancaraberlangsung. 

b) StudiDokumen 

Secara khusus, informasi diperoleh melalui buku, undang-undang, peraturan, 

dan makalah terkait penelitian lainnya. 

5) Pengolahan Data dan Analisa Data 

a. Teknikpengolahandata 

Pengolahan data penelitian sangat diperlukan untuk membuat suatu 

tulisan menjadi sempurna. Pengolahan data yang penulis pergunakan adalah 

dengan sistem editing yaitu dengan mengoreksi atau merubah atau menyusun 

secara sistematis data-data yang sudah diperoleh untuk melahirkan suatu 

kesimpulan. 

b. Analisa Data 

Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data data yang telah 

diperoleh. Penganalisisan da Lta paLda hakekLatnya merupakan keg Liatan untu Lk 

mengaLdakan sistematisLasi bahLan- baLhan huLkum tertLulis untuk memudahkan 

pekerjaan analisis untuk ke tahap selanjutnya. 

Setelahpengolahandatadilakukananalisauntukselanjutnyadicaripemecahannyadana

khirnyadapatdibuatkesimpulandaridatayangbersifatumumyangberkaitandenganpengen

aan pajak penghasilan dalam peralihanh hak atas tanah melalui 

pewarisansehinggadapatdisajikansecaralengkap 



 

dandipertanggungjawabkansecarailmiah. 

 


